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ABSTRAK 

William Daniel Hokada, NIM. 223020703107, Program Sarjana, Jurusan Ilmu 

Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka 

Raya, 2026. Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari 

Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Studi 

Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Tim 

Pembimbing Dr. M. Doddy Syahirul Alam, S.E., M.SI dan Ahmad Robi 

Ul'zikri, M.I.P. 

Upaya pemerintah untuk menyediakan tata kelola yang transparan dan efisien 

dengan penekanan pada pelayanan publik berkualitas tinggi dikenal sebagai 

reformasi birokrasi. Menurut PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021, 

pembentukan Zona Integritas dengan tujuan mewujudkan WBK (Wilayah Bebas 

Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) merupakan 

instrumen penting untuk perubahan birokrasi. Untuk mencapai Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, penelitian ini berupaya 

memahami bagaimana Zona Integritas diimplementasikan. Model interaktif yang 

dibuat oleh Miles dan Huberman digunakan untuk menganalisis data. Empat 

komponen model implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber 

daya, sikap, dan struktur birokrasi adalah teori yang diterapkan. 

 

Menurut temuan studi, implementasi Zona Integritas di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berjalan cukup baik dalam hal enam 

komponen penggerak Manajemen Perubahan, Pengaturan Tata Kelola, Pengaturan 

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan 

Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Menurut pendekatan 

Edward III, komunikasi dilakukan melalui penggunaan media cetak dan digital, 

sosialisasi selama absensi pagi, dan pemantauan serta evaluasi rutin. Pembentukan 

Tim Zona Integritas dengan SOP yang terdefinisi dengan baik telah membuat 

dimensi struktur birokrasi terorganisir dengan baik. Pemanfaatan sistem layanan 

online SI-DOI dan komitmen anggota staf untuk menawarkan pelayanan yang cepat 

dan responsif kepada masyarakat merupakan faktor yang mendorong implementasi. 

Keterbatasan anggaran yang menghambat pengembangan SDM yang komprehensif 

dan pengenalan perubahan internal yang tidak terduga yang meningkatkan beban 

kerja karyawan merupakan faktor penghambat.  

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Zona Integritas, Reformasi Birokrasi.   
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ABSTRACT 

William Daniel Hokada, Student ID Number. 223020703107, Undergraduate 

Program, Department of Government Science, Faculty of Social and Political 

Sciences, University of Palangka Raya, 2026. Implementation of Integrity 

Zone Towards Corruption-Free Region (WBK) and Clean and Serving 

Bureaucratic Region (WBBM) Study at the Population and Civil Registration 

Office of Palangka Raya City. Advisory Team: Dr. M. Doddy Syahirul Alam, 

S.E., M.SI and Ahmad Robi Ul'zikri, M.I.P. 

The government's efforts to provide transparent and efficient governance with an 

emphasis on high-quality public services are known as bureaucratic reform. 

According to Ministerial Regulation Number 90 of 2021 on Administrative and 

Bureaucratic Reform, the establishment of Integrity Zones with the aim of realizing 

Corruption-Free Areas and Clean and Serving Bureaucracy Areas is a crucial 

instrument for bureaucratic change. To achieve the Corruption-Free Areas and 

Clean and Serving Bureaucracy Areas at the Palangka Raya City Population and 

Civil Registration Office, this study seeks to understand how the Integrity Zones 

are implemented. An interactive model created by Miles and Huberman was used 

to analyze the data. The four components of the Edward III policy implementation 

model communication, resources, attitudes, and bureaucratic structure are the 

theories applied. 

 

According to the study findings, the implementation of the Integrity Zone at the 

Population and Civil Registration Office of Palangka Raya City has been quite 

successful in terms of the six driving components: Change Management, 

Governance Arrangements, Human Resource Management System Arrangements, 

Strengthening Accountability, Strengthening Supervision, and Improving the 

Quality of Public Services. According to the Edward III approach, communication 

is carried out through the use of print and digital media, socialization during 

morning roll call, and routine monitoring and evaluation. The formation of an 

Integrity Zone Team with well-defined SOPs has made the dimensions of the 

bureaucratic structure well-organized. The use of the SI-DOI online service system 

and the commitment of staff members to offer fast and responsive services to the 

public are factors that encourage implementation. Budget limitations that hinder 

comprehensive human resource development and the introduction of unexpected 

internal changes that increase employee workload are inhibiting factors. 

Keywords: Policy Implementation, Integrity Zone, Bureaucratic Reform.  
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PRODUK HUKUM 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya 

Nomor 800/11.2/DKPS/I/2025 Tentang Kebijakan Budaya 5S (Senyum, 
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Salam, Sapa, Sopan Santun, Sabar) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Palangka Raya 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya 

Nomor 470/407/DKPS/VIII/2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Palangka Raya 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya 

Nomor 470/225/DKPS/V/2023 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan 

Zona Integritas di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Palangka Raya 

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya 

Nomor 700/12.1/DKPS/I/2025 Tentang Pembentukan Unit Pengendali 

Gratifikasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Palangka Raya 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan 

Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010-2025 

Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya 

Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2020-2024 

  


